SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

‘ .
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
. NOMOR 118 TAHUN 2021
T '_TENTAN_G |
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA
- TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH |

. _DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| BUPATI KARANGANYAR,

Men‘imyblar‘ig oA b{;LhWa fu‘ngsi penunjang urusan pemerintahan bidang
p : = kéuangan dilaksdnakan oleh Badan Keuangan Daerah;
‘ b. bahwa  guna- kelancaran dan  ketertiban
penyelenggaraan Pemermtahan Daerah maka perlu
“diatur struktur, tugas, fungs1 dan tata kerja;
C. biahwéi ‘berdasarkan . pertimb‘anganv sebagaiman‘a,
dlmaksud -pada huruf a. dan huruf b diatas, perlu- - -
: menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan
VSusunan Organ1sa51 Tugas dan Fungs1 serta Tata
e . , Kerja Badan Keuangan Daerah , v
Mfc“r"igiﬁgatv :  1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
T Pembentukan ‘Daerah-daerah Kabupaten Dalam
o Llngkungan Prov1ns1 Jawa Tengah
-5.-2.VUndang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang.
B Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indones1a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan' |
Lembaran Negara - Repubhk Indones1a Nomor 5587) ,
- sebagalrnana telah dlubah beberapa kah terakhlr E
| ~ dengan kUnda_ng-Unda_ng Nomor 11 Tahun 2020
o ﬁentahg : Cipta ,Kerjéi (Lembéran ‘Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

i

B
|




Menetapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

P?rangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016: Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagalmana telah dlubah ~dengan ‘Peraturan
Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesxa Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lel\”nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Talllun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Per’langkat Daerah Kabupaten Karariganyar (Lembaran .

, Dai;rah Kabupaten Karahganyar Tahun 2016 Nomor

16,1 Tambahan Lembaran ~ Daerah  Kabupaten
Kaf‘anganyar-.Nomor 67) sebagaimana telah diubah
der{gan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Non}mr 22 Tahun 2019 tentang Perube}han Atas
Peré{tturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tah‘}m 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Peréngkat Daerah Kébupaten Karanganyar (Lembaran
Dae}ah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANIFASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

- BADAN %{EUANGAN DAERAH.

BABI'

A KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Péréturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah ‘adalahi Bupati sebagai unsur

' pen;relenggma Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadi
kewgnangan Daerah otonom. '

|

|

|



"‘{ '

)

Dewan Perwakilari Rakyat Daerah- dalam

- Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

penyelenggaraan Urusan Pemermtahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Sekretans Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat
Daerah unsur Pembantu P1mp1nan Pemerintah Daerah ,
yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD
ialdalah Perangkat Dérah yang melaksanakan fungsi

B

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan di

Daerah

Kepala Badan adalah lepman dari Perangkat Daerah

| EBKD.

10.

iUnit Pelaksana Teknis Badan yéng selanjutnya
idisingkat UPTB adalah wunsur teknis operasional
'dan/atau unsur teknis penunjang tertentu BKD.
iJabatan Fuhgsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
{fung‘sional yang berdasarkan pada keahlian dan
 keterampilan tertentu.

}Sﬁbkoordin_ator adélah pejabat fungsional Ahli Muda
%yang dibérikan_ tugas dan fungsi koordinasi serta
{pcngelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam

'suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan

\perundang-undangan tentang organisasi dan tata
| kerja instansi.

| -
| "BABII
| ‘ - |
~ KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

|

]

[ : Pasal 2

| BKD dipimpin oleh »Kepétla Badan yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretans Daerah

]
|
|



- Pasal 3

(1) Susunan organisaéi BKD terdiri dari :

a. .

Kepala Badan;

Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Umurh; dan

2. KelompokJ aba;tan Fungsional'

Bidang Pendataan, Pengolahan ‘dan Penetapan,

membawahkan : ‘

1. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan;

2. Subbidang Pengolahan Data, Intensifikasi dan
Ekstensifikasi; dan '

3. Kelompok J abatan Fungsional.

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan

- Pajak, membawahkan :
- 1. Subbidang Penagihan;

2. Sub Bidang Pemeriksaan, Kebératan “dan
Banding; dan |
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang Anggaran membawahkan :'dan
1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan
Anggaran; »
2. Subbidang Pengendalian Anggaran.
Bidang Pefbendaharaah dan Kas Daerah
membawahkan: _
1. Subbidang Perbendaharaan, dan
2. Subbidang Kas Daerah. .
» Bldang Akuntansi membawahkan :
‘1. 'Subbidang Pembukuan, Pelaporan dan
Informasi Keuangan; dan
2. Subbidang = Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban.
Bidang Aset Daerah membawahkan

1. Subbidang Pendataan, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Aset Daerah; =

2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
Daerah; dan

3.  Kelompok Jabatan Fungsional.
UPTB; dan - , -
Kelompok Jabatan Fungsional.




(2) Bagan Susunan Organisasi - BKD sebagairhana B
tercantum dalam Lampiran .yang merupakan bégién
ygng tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. -

| -
| BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

\
|
|
| |
) Bagian Kesatu
~ Kepala Badan
\ . ,

{ - Pasal4 A
chaila Badan mempqnyai tugas membantu Bupati dalam
mela\ksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
pad_a\ bidang keuangan Daerah.

| A

‘ ‘ Pasal 5 ‘
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasa;l 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan di

%Daerah ; o
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan di

Daerah; :

)

c. ‘;pemant'auan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
%tugas‘ dukungan teknis bidang keuangan di Daerah:;

d. ‘ipembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang
Turusan pcmcrihtahari bidang keuangan Daerah;

e. ipelaksanaan fungsi kesekretariatan BKD; dan

f. Tpelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan
\fungsinya.

Bagian Kedua
{ - Sekretariat

| ‘ Pasal 6 .
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b adélah"un»sur pembaﬁtu Kepala
Badan. : o : o
(2) iSekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah
idan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

|
|
|
|



Pasal 7 '
Sekretaris mempunyai tugas melakukan perumusan
rencar[la dan pelaksanaaxj kebijakah, Pengoordinaéian,
peman}tauan., evaluasi, pelapdran meliputi pembinaan
ketata{lsahaah, keuangan, aset, kerumahtanggan,
kerjasama, kearsipan, - dokumen keorganisasian dan
ketatallaksahaan, kehumasan, ,képega\,\.raian, pelayanan
administrasi. ' |

|

" ] : : Pasal 8

Dalamf\ melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 -Sekretaris mempunyau fungs1
PengoordlnaSIan keglatan
Pengoord1nas1an ~dan penyusuhan rencana dan
program Kerja; |
' C. pe%mbiﬁaén dan pemberién dukungan administrasi
ya{‘ng meliputi ketatausahaan, keuangan, thkum,'
hubungan masyarakat, kerun}ahtanggaan, kearsipan
da\n.kepegawaian; |
d. .P.e;ngoordinasian,, pembinaan dan penataan organisasi
, da"n tata laksana; .
e. Pengoordinasian daﬁ penyusunan peraturén
pelrundaﬁg-undangan serta pelaksanaan advokasi
hﬁkurﬁ' | |
L Pengoord1nas1an pelaksanaan sistem pengendahan
| 1ntern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi .
| da\n dokumentas1,
g. penyelenggaraan pengelolaan barang m1hk/ kekayaan
daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa;
h. 'pelaksanaan momtormg, evalua31 dan pelaporan
sesuai dengan 11ngkup tugasnya; dan

| ,
i.  Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

furllgsinya.

|



Pasal 9

(1)‘ Subbagian sebagaumana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin- oleh Kepala
_ Subbag1an berada  dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

2) Kepala Subbagian Umum sebagalmana dlmaksud_
pada ayat (1) mempunya1 tugas penyiapan bahan
Rerumusan, pengoordinasian, pelaksaneian,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi
Igembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan,
ﬂukum, kehumasan, ketatalaksanaan,
keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, :
kepegawalan, dan pelayanan adm1n1stras1 BKD.

i
i | Bagian Ketiga »
i Bidahg Pendataan, Pengolahan dan Penetapan
o o
Pasal 10 ‘

(1) Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penétapan :
nllerupakan pelaksana unsur penunjang pada bidéng
ﬁendataan, pengolahan dan penetapan pendapatan.

(2) Bldang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan dipimpin
oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung
J;Lwab kepada Kepala Badan.

: P
‘ : Pasal 11

Kepa;l_la Bid.ang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai\

tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebuakan

' pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pada

bxdqng pendataan, pengolahan dan penetapan pendapatan.
!

; - Pasal 12 .

Dalélm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasé.l 11, Kepala Bldang Pendataan, Pengolahan dan

‘ Penetapan mempunyai fung31

a. pelaksanaan kebijakan teknls bidang pendaftaran,
pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi -‘
dan penetapan pendapatan

|
i




b. pelaksanaan program- kerja bidang pendaftaran,

(1).

pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi
dan penetapan pendapatan; - |
pex’:gelolaan Program Kkerja ‘bidang pendaftaran,
pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstens1fikas1
dap penetapan pendapatan;

. Pengoordinasian  bidang - pendaftaran, pendataan,

pei‘lgolahan data, intensiﬁkasi; ekstensiﬁka_lsi dan

penetapan pendapatan,

. pemantauan dan Pengendalian pada bidang pendalftaran,

pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstens1ﬁkas1
dan penetapan pendapatan; dan

pe}aksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya. '
|

Pasal 13

‘Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
a‘yat (1) huruf ¢ angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala
Subb1dang yang berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bldang _
Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
evaluas1 dan pelaporan pada bidang pendaftaran,
pendataan dan penetapan pendapatan Daerah.

|

Pasal 14 -

;
|

| Subb1dang sebagaumana d1maksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala
éubbidang yang berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bidang..

Kepala Subb1dang Pengolahan Data, Inten31ﬁkas1 dan
Ekstens1ﬁkas1 sebagaimana 'dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan
&Demmusan dan pelaksanaan kebijakan, pe_;fnantauan,
:evaluasi dan pelaporan pada bidang pengolahah data,
intensiﬁkasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah.




Baglan Keempat

Bldang Penag1han, Keberatan dan Pemenksaan Pajak

Pasal 15 |
(1) Bldang Penaglhan, Keberatan dan -Pemeriksaan PaJak
: r’nerupakan pelaksana unsur penunjang pada b1dang
penaglhan, keberatan dan pemenksaan paJak
| (2) 1\31dang Penaglhan Keberatan dan Pemerlksaan
. dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan

ll)ertanggung _]awab kepada Kepala Badan.

P_asal 16 7
kKepa{da ' Bidang Penagihan,~ Keberatan dan Pemeriksaan
PaJak sebagalmana d1maksud dalam Pasal 15 ayat (2)

o mem‘punyau tugas perencanaan perumusan ~dan

pelal%:sanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan

,pelaporan pada bldang penagihan, keberatan dan

pemerlksaan paJak

PaSal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 16, Kepala B1dang Penaglhan, Keberatan ;cvlan_’
: Pemerlksaan Pajak, mempunya1 fung31 '
a. pelaksanaan kebuakan teknis bldang penaglhan
keberatan, banding dan pemeriksaan pajak; |
b. pélaksanaan prégram kerja bidang penéxgihan,:
' keberatan banding dan pemeriksaan pajak; ;
CC pengelolaan program ker_]a bidang penag1han, keberatan, |

banding dan pemerlksaan pajak

- d. pengoordlnasmn penaglhan keberatan, banding dan

pemerlksaan pajak
€. pemantauan dan. Pengendahan bidang penaglhan
keberatan banding dan pemerlksaan pajak; dan

£ pe’1aksanaan tugas lain sesual dengan tugas dan

fungsmya

-
e
N
o
|



Pasal 18 : !

(1) | Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
‘ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang
\ Kepala Subbidang yang berada dibawah dan
lbertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) \ Kepala ‘Subbidang Penagihan sebagaimana dimaksud

| %pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan
'~perencanaan perumusah dan pelaksanaan kebijakan,
;pemantauan, evaluaSi‘dan pelaporan pada bidang

penagihan pendapatan Daerah.
\

‘] - Pasal 19 |
(1) Subbldang sebagmmana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala
' Subb1dang yang berada dlbawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bldang
(@) Kepala Subbidang Pemerlksaan, Keberatan dan
Bandmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
nLelaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan
pTerumusan dan pelaksanaanb kebijakan, Iiemantauan,
e{zalua_Si dan pelaporan pada bidang penanganan

p"‘emeriksaan, keberatan dan banding pajak.

- Bagian Kelima
\

L Bidang Anggaran

\ : ' Pasal 20

: (1) B1dang Anggaran merupakan = pelaksana unsur
penunjang bidang anggaran.

(2) B1dang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bldang, berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
. |

1 Pasal 21

Kepaia\ Bidang Anggaran sebagaimana‘ dimaksud pada

Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan -

dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan bidang Anggaran.

o
|



(1)

(2

Pétsal 28
Subbidang sebagaimana 'dimékéud' dalam Pésal 3
ay!at (1) huruf f angka :1 dipimpin oleh seorang Kefaala
Subbldang yang berada dlbawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bidang.

)
quala Subbidang Perbendaharaan | sebagairﬁan_a
di}naksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan
bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan
kelbuakan, pemantauan, eva»luasy dan pelaporan

perbendaharaan pengelolaan keuangan.
| Pasal 29

Sl?.lbbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf f angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala
Subbldang yang berada dibawah . dan bertanggung
_]awab kepada Kepala Bidang.

Kepala Subbidang Kas Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan
perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pernantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kas

. Daerah

| R Bagian Ketujuh

i ; Bidang Akuntansi

| %

| . Pasal 30 ©  °

Bi}dang Akuntansi merupakan pelaksana unsur
pénunjang pada bidang “pengelolaan ‘akuntansi

keuangan

.B1dang Akuntans1 dipimpin oleh Kepala Bxdang, berada

d1} bawah _dan bertanggung jawab kepada Kepala Badar;.

l Pasal 31

Kepala Bidang Akuntansi sebagalmana dimaksud dalam

|

‘Pasal 30 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan’

dan pelaksanaan kebijakan, ‘pemantauan, evaluasi “dan

: pelaporan perencanaan pada b1dang pengelolaan akuntans1
keuangan o o ‘ ’

|
|

\i



Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas éebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21, Kepala Bidang Anggaran, mempunyai
fungSi' ' | !

a.

pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan

dan pengendalian anggaran keuangan Daerah;

. penyusunan program kerja perencanaan penyusunan

' dan pengendalian anggaran keuangan Daerah

pengelolaan Program kerja perencanaan, penyusunan
dan pengendahan anggaran keuangan Daerah;
Pe}ngoord1nas1an perencanaan, penyusunan dan
péngendalian anggaran keuangan Daerah;

pemantauan = dan pengendalian perencaﬁaan,
peinyusunan dan pengendalian 'anggaran. keuangan
Déerah; dan : ' '

pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

; fubgsinya.

|

: Pasal 23

‘Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

h\iruf e angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang '
be:‘rada 'dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang. . ,

Ke‘pala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mélaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan
pehmusan dan pelaksanaan kebijakan, pefnantauan

evalua81 dan pelaporan perencanaan dan penyusunan
anggaran

\ | . Pasal 24
Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) |
huruf e angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang
berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala
B1dang ‘
Kepala Subbidang Pengendahan Anggaran sebagalmana
dm\laksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan
bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan
ket}ijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada
bidang pengendalian anggaran.



Bégiari Keenam

] Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
Pasal 25 |
(1) Biéan’g Perbehdaharaari dan Kas Daerah merupakan
pelaksana unsur penunjang bidang. perbendaharaan
dan kas Daerah. .

(2) Bldang Perbendaharaan dan Kas Daerah d1p1mp1n oleh
| Kepala. Bldang, berada di bawah dan bertanggung Jawab

kepada Kepala Badan.
.
Pasal 26 |

Kepalai‘ Bidang Perbendaharaan  dan Kas - Daerah
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai
tugas perencanaan perumusan dan,pelaksana_an kebijakan,
pernahitauan, evaluasi dan ' pélaporan bidang
'perben[daharaan dan kas Daerah.
’A : | ‘ Pas_al 27 .
Dalam% melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam I‘Pasal 26, Kepéla Bidang Perbendaharaan dan Kas
Daeraf}, mempunyai fungsi : | .
a. PelakSanaan kebijakan teknis perbendaharaan dan kas-

keue{“ngan Daerah;
‘ -
b. penyusunan program kerja perbendaharaan dan kas

keuangan Daerah;

c. pengelolaan Program ker_]a perbendaharaan dan kas

keuangan Daerah; ¢

d. Pengoordinasian perbendahé'raan, dan kas keuangan

Daex“ah

e. pemantauan dan pengendahan perbendaharaan dan kas
|

keuangan Daerah; dan

f. pelaksanaan ‘tugas lain sesuai déngan tugas dan
| v
fungsinya.



Pasal 32
Dalam  melaksanakan  tugas sebaga1mana dlmaksud
dalam Pasal 31, Kepala Bidang Akuntansi, mempunyar
fungs1 |

1

a. pelaksanaan kebijakan teknls pengelolaan akuntansi
keuangan .

b. penyusunan  program kerja pengelolaan akuntan31
keuangan,, '

5

C. pengelolaan Program kerja pengelolaan akuntansi
keuangan, 7 '

d. Pengoordmasw.n pengelolaan akuntan81 keuangan;

e. pemantauan dan Pengendalian - pengelolaan akuntansi
keuangan, dan

. pélaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya. '

L  Pasal 33

(1) Sﬁbbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ;
huruf g angka 1, d1p1mp1n oleh Kepala Subbidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala |
Bldang .

(2) Kepala Subbidang Pembukuan, Pelaporan dan Informasi
Kéuangan sebagaimana dimaksud pada ayat = (1)
mélaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan ‘.
fperumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evalua31 dan pelaporan pengelolaan pembukuan
kcuangan. ' | '

‘\ | Pasal 34

(1) Subb1dang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l)
huruf g angka 2, d1p1mp1n oleh Kepala Subbidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
B1dang ’ A ,

(2) chala Subbidang Pengelolaan dan Pertanggung]awaban
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan

’ pe}aporan pengelolaan dan  pertanggungjawaban
keuangan.



= Bagian :Kedelapan
Bidang Aset Daerah

| Pasal 35 |

(1) B‘\1dang ‘Aset Daerah merupakah pelaksana unéur '
‘penunjang pada bidang pengelolaan aset Daerah.

(2) Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidaﬁg,

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan

]‘ Pasal 36 | _
Kepalé Bidang Aset Daerah sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evalua31 dan pelaporan perencanaan pada bidang
pengelplaan aset Daerah. |

\. Pasal 37

Dalami melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam\'» Pasal 36, Kepala Bidang Aset | - Daerah

menyeienggérakan fungsi : " ‘

a. penyu'sunan program kerja‘ bidang .pcngelolaaﬁ‘ aset

' Daerah ‘ | _

b. pelaksanaan kebljakan tekms b1dang pengelolaan “aset
Daerah

c. Pengoord1nas1an perencanaan b1dang pengelolaan aset
Daerah

d. pemlantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan
aseé Daerah; dan _

e. pela_ksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya. | |

| ‘ Pasal 38 ‘

(1) Subbidang-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) |
huruf h angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang
berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala

| ‘Bldang



(2) Kepala Subbidang Pendataan, Penghapusan “dan
Per:nindahtangan Asét Daerah sebagaimana dimaksud
pada ‘ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan
pefencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pefhantauan, evaluasi dan pelaporan  pendataan,
peﬁghapusan dan pemindahtanganan aset Daerah,

| Pasal 39

(1) Su_bbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
hu“ruf h angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bldang ‘

(2) Kepala Subbldang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset}'
Daerah sebagaimana® dimiaksud pada ayat (1)
mczrlaksanakan tugas 'penyiépan bahan perenbanaan
pelrumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evél'uasi, pelaporan, pemanfaatan dan pengamanan aset
Daerah. '
I

| .
| _ Bagian Kesembilan
| UPTB -

‘ .

|

L ; Pasal 40 e

(1)”Untuk melaksanakan tugas teknis operasional
dan/ atau tugas teknis penunJang di lingkungan BKD /
dapat dibentuk UPTB. :

(2) UP’I‘B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
olch Kepala yang berada di- bawah  dan
bertanggung]awab kepada Kepala Badan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB

_ dlatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

\ ,
1 ‘Bagian Kesepuluh
| " Kelompok Jabatan Fungsional
{ Pasal 41
(1) KFlompok Jabatan Fungsionall ditetapkan berdasarkan
pératuran pemndang-undangén berada dibawah dan !
I : o

1

b:tertanggungjawab kepada Kepala Bidang.




(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
' ayaf (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
 kerja.

| ‘ ‘\ ! Pasal 42

(1) Kelbmpok Jabatan Fungsional terdiri  dari tenaga
fungsmnal yang terbag1 dalam kelompok sesuai dengan
bldang keahhannya '

(2) Jems dan jenjang Jabatan Fungsmnal sebagalmana

chrnaksud pada ayat (1), diatur sesuai peratura.n
perundang—undangan.

|
1 -

% ' ' « Pasal 43

| (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat d1bentuk 1
(sa;u) Subkoordinator dalam 1 (satu) Bidang/2 (dua)
Subkoordinator dalam Sekretariat.

(2) Jerixis dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati _
atas ‘usulan Kepala Badan.

» ; . | : kP‘asal 44
Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung'
_]awab kepada Kepala Badan melalui Seksi/ Subbaglan
dan/ atau Bidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang
jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan

| :
tugas Jabatan Fungsional..

N

; BAB IV
Ny  TATAKERJA
| ,
|
|

~ Pasal 45
Kepaia Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
umsé.n pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris -
Daerah.
- - |
| - Pasal 46

Kepala Badan membuat usulan analisis jabatan, peta
Jabatan, analisis beban kerJa, evaluasi Jabatan dan standar

kompeten31 jabatan kepada Bupati.



Pasal 47

(1) Kepala Badan Sekrétaris, Kepala fBidang, Kepala

Subbaglan, Kepala Subbldang dan Kepala UPTB dalam

melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordmam

v1ntegra31 dan sinkronisasi. 7

{2) Kgpala Badan, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala
Sdbbagian, Kepala Subbidang dan Kepala 'UP’ITB
melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan,
peingorg’anisasian, pemantauan, evaluasi dan
peiaporan.’ : . o

(3) Képala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

' Su:bbagian, Kepala Subbidang' dan Kepala UPTB
melaksanakan ~ Sistem ~ Pengendalian - Intern

. Pemerintah (SPIP).

| Pasal 48

(1) Kgpala Badan bertanggung jawgb memimpin,
mﬁl:ng_oordin‘asikan dan memberikan pengarahan
terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 8

(2) Képala Badan melaksanakan pengawasan tugas
bawahan dan mengambil langkah-langkah yang
»diiperlukan sesuai 'dengan ~ ketentuan peraturan
pérundang-undangan. | '

‘ Pasal 49

Kepal?. Badan wajib menyampaikan laporan berkala tepat

pada Waktunya. '

| | Pasal 50 |

' Dalanll melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Badan Wa_]lb

melakukan koordinasi dengan Camat.

\
\ BAB V.

‘ KETENTUAN PERALIHAN

|

| Pasal 51

(1) Pe_;abat yang ada pada saat berlakunya Peraturan
B\‘lpatl ini tetap menduduki jabatannya dan

melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
. S s
p?Jabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

|
|
|



(2) Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan |
' Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampa1 dengan ditetapkannya

Jabatan Fungsmnal sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

(3) Pejabat Pelaksana sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) |

bertanggunjawab kepada pe_]abat administrasi di -
atasnya

| | BAB VI
| \  KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 52 :
BKD dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas
pembantuan dengan Perangkat Daerah pI‘OVll’lSl bersifat
koordln\!atlf dan fungsmnal untuk menyinkronkan
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

\ Pasal 53‘

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap Jabatan

diatur dengan Peraturan Bupat1 tersendlrl

B | BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

\, B Pasal 54 |
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati iKaranganyar Nomor 114 Tahun 2016 tentang '
'Keduduléan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja 1?%adah Keuangan Daerah (Berita Daerah Ké.bupaten
Karangainyar Tahun 2016 Nomor 114) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku, -

|

|



0y
-

‘ | Pasal 55 \
Peraturém Bupati ini mulai  berlaku pada  tanggal
diundan\gkan. '

‘:\ : |
Agar set1ap orang .‘mengetahuinya ' memerintahkan‘
‘ pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
~ dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

o : Ditetapkan di Karanganyar
| , . pada tanggal 31 Desember 2021
\ ' | . BUPATI KARANGANYAR,

- ttd

. ‘ JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar : : '
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
ted - ‘ |

~ SUTARNO |
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 118
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Salilnan sesuai dengan aslinya
| SlEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
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N ZULEIKAR HADIDH
NZULEIEAR

NIP. 19750311 1 9903 1009
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PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH -

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

Kepala Badan
~ . Sekretariat
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